
KOPERASI SYARIAH DAN AKAD-AKADNYA 

Koperasi syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup larangan terhadap riba 

(bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (yang diharamkan oleh agama). 

Koperasi syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan dan ekonomi kepada 

anggotanya dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. 

 Berikut adalah beberapa karakteristik koperasi syariah: 

1. Kepemilikan dan Pengelolaan Bersama: Koperasi syariah dimiliki dan dikelola secara 

bersama oleh anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam 

mengambil keputusan dan mengelola koperasi. 

2. Prinsip Keadilan: Koperasi syariah berusaha untuk menciptakan keadilan dalam berbagi 

keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan prinsip syariah, seperti akad 

mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan 

kesepakatan. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Koperasi syariah harus menjaga transparansi dalam 

operasional dan keuangan mereka. Anggota memiliki hak untuk mengetahui dan 

memperoleh informasi mengenai kegiatan koperasi. 

4. Larangan Riba dan Bunga: Koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam 

transaksi mereka. Mereka beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan yang dihasilkan 

dari aktivitas usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. 

5. Penggunaan Akad Syariah: Koperasi syariah menggunakan berbagai akad syariah, seperti 

mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardhul hasan, dan lain-lain, untuk 

menjalankan transaksi mereka dengan anggota atau nasabah. 



6. Fokus pada Ekonomi Riil: Koperasi syariah lebih cenderung berfokus pada sektor 

ekonomi riil, seperti pertanian, perdagangan, industri, dan lain-lain, daripada sektor 

keuangan spekulatif. 

 

 Koperasi syariah bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, 

dan kemaslahatan umum dalam sistem ekonomi Islam. Mereka menyediakan layanan keuangan 

dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya 

 

 

Koperasi syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah dalam Islam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa akad atau perjanjian yang digunakan 

dalam operasional koperasi syariah. Berikut adalah beberapa akad yang umum digunakan dalam 

koperasi syariah: 

1. Mudharabah: Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu 

pemilik modal (rabul-mal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan 

dana, sementara pengelola usaha mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. 

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal. 

2. Musyarakah: Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak 

untuk mendirikan dan mengelola suatu usaha. Setiap pihak menyumbangkan modal dan 

bertanggung jawab atas keuntungan serta kerugian yang dihasilkan. Keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 



3. Murabahah: Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara koperasi syariah dengan 

anggota atau nasabah. Koperasi syariah membeli barang yang diminta oleh anggota atau 

nasabah, kemudian menjualnya kepada mereka dengan menambahkan keuntungan yang 

telah disepakati sebelumnya. 

4. Ijarah: Akad ijarah adalah perjanjian sewa antara koperasi syariah dengan anggota atau 

nasabah. Koperasi syariah menyewakan barang atau jasa kepada anggota atau nasabah 

dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. 

5. Qardhul Hasan: Akad qardhul hasan adalah perjanjian pemberian pinjaman tanpa bunga 

antara koperasi syariah dengan anggota atau nasabah yang membutuhkan dana. Pinjaman 

tersebut harus dikembalikan tanpa tambahan bunga. 

6. Wakalah: Akad wakalah adalah perjanjian penunjukan koperasi syariah sebagai wakil 

atau perantara untuk melakukan transaksi atau tindakan tertentu atas nama anggota atau 

nasabah. 

 Penting untuk dicatat bahwa akad-akad ini dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha 

atau layanan yang disediakan oleh koperasi syariah. Selain itu, koperasi syariah juga harus 

memastikan bahwa semua akad yang digunakan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah 

ditetapkan 

 Regulasi koperasi syariah dapat berbeda di setiap negara, karena regulasi tersebut 

tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Namun, secara umum, 

berikut adalah beberapa aspek regulasi yang biasanya terkait dengan koperasi syariah: 

1. Undang-Undang Koperasi: Setiap negara memiliki undang-undang koperasi yang 

mengatur pendirian, operasional, dan pengawasan koperasi. Undang-undang ini dapat 



mencakup persyaratan pendirian koperasi, keanggotaan, pengelolaan, laporan keuangan, 

dan tata cara pengawasan. 

2. Prinsip Syariah: Regulasi koperasi syariah akan mencakup persyaratan dan panduan 

untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi, seperti larangan 

riba, gharar, maysir, dan haram. Hal ini biasanya mencakup persyaratan untuk 

menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dalam transaksi koperasi. 

3. Pengawasan dan Keuangan: Regulasi akan menetapkan persyaratan untuk pengawasan 

dan pelaporan keuangan koperasi syariah. Ini dapat mencakup persyaratan untuk 

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pengawasan 

oleh otoritas yang berwenang, dan audit independen. 

4. Perlindungan Konsumen dan Anggota: Regulasi koperasi syariah juga akan mencakup 

perlindungan konsumen dan anggota. Hal ini dapat mencakup persyaratan untuk 

memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada anggota, menghindari praktik 

penipuan, dan menyelesaikan sengketa dengan anggota secara adil. 

5. Sertifikasi dan Akreditasi: Beberapa negara memiliki mekanisme sertifikasi atau 

akreditasi khusus untuk koperasi syariah. Koperasi syariah dapat diharuskan untuk 

memenuhi standar tertentu dan mendapatkan sertifikasi sebagai lembaga keuangan 

syariah yang sah 

 Berikut adalah beberapa perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional: 

1. Prinsip-prinsip Operasional: Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah dalam Islam, sementara koperasi konvensional tidak terikat dengan prinsip-

prinsip agama tertentu. Koperasi syariah mematuhi larangan terhadap riba, gharar, 

maysir, dan haram, sementara koperasi konvensional tidak memiliki pembatasan tersebut. 



2. Akad-akad: Koperasi syariah menggunakan akad-akad syariah dalam transaksi mereka, 

seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. Di sisi lain, 

koperasi konvensional menggunakan akad-akad konvensional yang umumnya 

berdasarkan hukum sekuler. 

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Koperasi syariah menerapkan prinsip keadilan 

dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dibagi 

berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara anggota, sesuai dengan akad yang 

digunakan. Koperasi konvensional cenderung membagi keuntungan berdasarkan proporsi 

kepemilikan saham atau kontribusi modal. 

4. Larangan Bunga: Koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi 

mereka, sementara koperasi konvensional biasanya melibatkan pembayaran bunga dalam 

pinjaman dan investasi. 

5. Fokus pada Ekonomi Riil: Koperasi syariah lebih cenderung berfokus pada sektor 

ekonomi riil, seperti pertanian, perdagangan, dan industri, dengan tujuan 

mempromosikan keberlanjutan dan kemaslahatan umum. Koperasi konvensional dapat 

beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan spekulatif. 

6. Pengawasan dan Regulasi: Koperasi syariah bisa tunduk pada regulasi khusus yang 

mengatur operasional mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Koperasi 

konvensional, di sisi lain, tunduk pada regulasi umum yang berlaku untuk koperasi 

 


